
BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.2121, 2016 KUMHAM. JRA. Prosedur Penyusutan Arsip. 
Perubahan. 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR 

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan 

Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang

Jadwal Retensi Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Nomor 84 Tahun 2015);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip dan

Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor107);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

186);
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM 

DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2013 

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR 

PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 

 

Pasal I 

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi 

Arsip dan Prosedur Penyusutan Arsip di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara 

Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2014) sehingga 

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

1. Penghitungan jangka waktu simpan Arsip dalam Jadwal 

Retensi Arsip yang telah dilaksanakan, tetap dihitung 

berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 54 TAHUN 2016 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG 

JADWAL RETENSI ARSIP DAN PROSEDUR PENYUSUTAN 

ARSIP DI LINGKUNGANKEMENTERIAN HUKUM DANHAK 

ASASI MANUSIA 

 

 

SISTEMATIKA JADWAL RETENSI ARSIP 

DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan tujuan 

C. Sasaran 

D. Ruang Lingkup 

 

BAB II  JADWAL RETENSI ARSIP 

A. Konsepsi Jadwal Retensi Arsip 

B. Kedudukan dan Fungsi Jadwal Retensi Arsip 

C. Unsur-unsur Jadwal Retensi Arsip 

D. Lingkup Jadwal Retensi Arsip 

1. Lingkup Jadwal Retensi Arsip fasilitatif 

2. Lingkup Jadwal Retensi Arsip Substantif 

 

BAB III  PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP 

A. PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP BERDASARKAN JADWAL 

RETENSI ARSIP 

1. Pemindahan Arsip 

2. Pemusnahan Arsip 

3. Penyerahan Arsip ke Arsip Nasional Republik Indonesia 
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